PENGARUH KEKAYAAN DAERAH DAN DANA TRANSFER UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA 











	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Ruang lingkup keuangan daerah mencakup:
1.	Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2.	Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3.	Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daearah.
4.	Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5.	Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6.	Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.
Sedangkan menurut Halim dalam Muliana (2009), “ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.
2.1.2	Kemandirian Keuangan daerah
2.1.2.1	Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut Halim (2014: 278), “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”
2.1.2.2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
	Menurut Halim (2014: 278), “Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah”.
Menurut Mahmudi (2016: 140), “Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah”. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:


Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 
2.1.2.3 Pola Hubungan Kemandirian Keungan Daerah
Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Halim,2001 dalam Tahar dan zakhiya, 2011:3), yaitu. 
1.	Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2.	Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. 
3.	Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. 
4.	Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. 
Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2.1
Tabel 2.1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian,dan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan	Rasio  Kemandirian (%)	Pola  Hubunggan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif






Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah ( Armaja et.al, 2016). 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Menyatakan Bahwa:
 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Mengungkapkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:
1.	Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Jenis pajak provinsi terdiri dari:
a.	Pajak Kendaraan Bermotor; 
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
d.	Pajak Air Permukaan; dan 
e.	Pajak Rokok





e.	Pajak Penerangan Jalan; 
f.	    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.	Pajak Parkir; 
h.	Pajak Air Tanah; 
i.	    Pajak Sarang Burung Walet; 
j.	    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
k.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.




3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pemerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup begian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4.	Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mengungkapkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
1.	menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2.	menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
Menurut Soekarwo dalam Andirfa (2009), pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:
1.	Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
2.	Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3.	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Erawati dan Suzan (2015), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pada pemerintahan daerah. Jika PAD meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika PAD rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah.

2.1.4	Dana Transfer Umum
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang  Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa menjelaskan bahwa, “Transfer Umum adalah dana yang dialokas ikan dalam Anggaran kepada daerah Pendapatan dan untuk digunakan Belanja sesuai Negara dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas DBH dan DAU” .

2.1.5	Dana Bagi Hasil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah meyatakan bahwa, “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2.1.5.1`Dana Bagi Hasil Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang  Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa menjelaskan Bahwa:
“Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penenemaan Pajak Bumi dan Bangunan , Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah meyatakan bahwa, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1  terdiri atas:
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.	16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
b.	64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
c.	9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:
a.	65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
b.	35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
2.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf  b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
a.	16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
b.	64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.
a.	Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
b.	Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
c.	Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

2.1.5.2 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang  Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa menjelaskan Bahwa:
“Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi”. 






5.	pertambangan gas bumi; dan
6.	pertambangan panas bumi.

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1.	Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
2.	Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
3.	Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
4.	Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
5.	Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
a.	84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;
b.	15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
6.	Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
a.	69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;dan
b.	30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
7.	Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Menurut Yani dalam Marizka (2013:8), “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagihasilkan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagihasilkan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan DBH





2.1.6.1`Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)
 Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Sedangkan menurut Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa “Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. 
 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana tranfer umum atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. 
2.1.6.2 Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)
Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut: 
Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN. 
Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi biasanya akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.  

2.1.6.3	Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)
Siregar (2016: 19) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut: 
1.	Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan. 
2.	Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
3.	Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (accountability to electorates) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (financial accountability to the centre). 
4.	Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
5.	Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 
6.	Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen. 
7.	Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.





DAU	= Dana Alokasi Umum
CF	= Celah Fiskal
AD	= Alokasi Dasar
Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah sedangkan Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah belanja rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan kontruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah (Halim, 2016:127).

2.2	Penelitian Terdahulu




No	Nama dan Penelitian Terdahulu	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novalistia (2017)	Pengaruh Pajak Daerah,Retribui Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Dependen :Kemandirian Keuangan Daerah Independen : Pajak Daerah,Retribui Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa  secara parsial variabel Pajak Daerah, Retribui Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian secara simultan Pajak Daerah, Retribui Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2	 Ikasari  (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal TerhadapTingkt Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY	Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah Independen : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkt Kemandirian Keuangan Daerah 
3	Ernawati (2017)	Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja ModalTerhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Dependen : Kemandirian Keuangan DaerahIndependen : Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa secara parsial Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal berpengaruh Kemandirian Keuangan DaerahKemudian secara simultan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh Kemandirian Keuangan Daerah
4	Erawati dan Suzan (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian KeuanganDaerah Kota Bandung	Dependen :Tingkat Kemandirian Keuangan Independen :Pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa secara parsial Pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung, Sedangkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memilikipengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota BandungKemudian secara simultan Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung.
5	Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi UmumDan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian KeuanganDaerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)	Dependen :Kemandirian KeuanganDaerah Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi UmumDan Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa  secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus memilikipengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak memilikipengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
	Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel dependennya adalah Kemandirian Keuangan Daerah. Dapat dilihat dari 5 peneliti pendahulu diatas terdapat perbedaan pada variabel independen dimana dalam penelitian ini penulis  membahas tentang variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2.3	Kerangka Pemikiran
























2.4.1	Pengaruh kekayaan Daerah terhadap Kemandian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2014: 278). Artinya semakin Besar Pendapatan Asli Daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah Semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.2	Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandian Keuangan Daerah
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
Dana bagi hasil sumber daya alam sendiri merupakan komponen dana transfer umum yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. kontribusi yang diberikan dana bagi hasil  yaitu berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H2 :	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandian Keuangan Daerah
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Halim, 2014: 278). Dana Alokasi Umum  sendiri merupakan salah satu pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat  yang bertujuan untuk ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki ketergantungan besar Terhadap Dana Alokasi Umum cenderung tidak mandiri. Artinya semakin besar penerimaan Dana alokasi umum maka Kemandirian Keuangan Daerah cenderung menurun Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H3 ​ :	Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.4	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Kekayaan Daerah merupakan variabel independen yang besarannya sangat berpengaruh terhadap naik turunnya Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum dana transfer umum yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan berdampak pada meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H4 ​ :	Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi berpengaruh secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
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